
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 

NOMOR 21  TAHUN  2003 
 

TENTANG 
 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 
Menimbang:    a. bahwa dalam rangka perencanaan Tata Ruang 

Wilayah Propinsi Jawa Tengah sebagai pedoman 
bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang secara 
optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari 
dan berkelanjutan, telah dikeluarkan Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah; 

 
   b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan 

dewasa ini khususnya di bidang penataan ruang, 
maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah 
tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan 
menetapkan kembali Rencana Tata Ruang 
Wilayah Propinsi Jawa Tengah dengan  Peraturan 
Daerah. 

 
Mengingat : 1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah; 
 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043);  

 
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2824); 

 
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan 
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(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 

 
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang 

Landas Kontinen (Lembaran Negara Tahun 1973 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2994); 

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang 
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 
 

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 
 

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang 
Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 
1983 No-mor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3260); 

 
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3274); 

 
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3299); 
 

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3419); 
 

12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3427); 
 

13. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3469); 
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14. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 
1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3470); 
 

15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 46,  Tambahan  Lembaran 
Negara Nomor 3478); 
 

16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3479); 
 

17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3480)  
  

18. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 
98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 
 

19. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 
Nomor 115, Tambahan  Lembaran Negara 
Nomor 3501); 
 

20. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 
1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3633); 
 

21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699)  
 

22. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tent ang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60,  Tambahan  Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

 
23. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
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1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3848); 

 
24. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3888); 

 
25. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 
Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Nomor 
26); 

 
26. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4168); 
 

27. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4169); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 
Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4154); 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 

tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor  37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3225); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 

tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 
Nomor 37, Tambah an Lembaran Negara Nomor 
3293); 
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31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 
tentang Perlindungan Hutan (Lembaran  Negara  
Tahun 1985 Nomor 39,  Tambahan  Lembaran 
Negara Nomor 3294); 
 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 
tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah 
Serta Ruang Udara Disekitar Bandar Udara 
(Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75,  
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3343); 
 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 
tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 
1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3405); 
 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 
tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3441); 
 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 
tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3445); 
 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 
tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 12); 
 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 
 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 
tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta 
Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 
Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3660); 
 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 
tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3776); 
 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau 
Perusakan Laut  (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3816); 
 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 
tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang 
Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934); 
 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah Dan 
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 
 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095); 
 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 
tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 
 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4145); 
 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 
tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4146); 
 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 
tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4156); 
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49. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4161); 
 

50. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 
tentang Kawasan Industri; 
 

51. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 
 

52. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 
tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan 
Kawasan Industri; 
 

53. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang  Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan 
Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah  Dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 
 

54. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 
Seri D Nomor 9);  
 

55. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 
28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan 
Pola Tanam di Propinsi Jawa Daerah Tingkat I 
Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 38 
Seri D Nomor 36); 
 

56. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 
1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 9 Seri D 
Nomor 9).  
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Dengan persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROPINSI JAWA TENGAH 
 

M E M U T U S K A N  
 
Menetapkan:  PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG 

RENCANA  TATA  RUANG  WILAYAH PROPINSI  JAWA    
TENGAH 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah; 
 
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah; 
 
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah; 
 
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 

Propinsi Jawa Tengah; 
 
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah; 
 
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah; 
 
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan 

ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk 
lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan 
hidupnya; 

 
8. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik 

direncanakan maupun tidak; 
 
9. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 
 
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya 

disingkat RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah arahan kebijaksanaan dan 
strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang menjadi pedoman bagi 
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penataan ruang wilayah Propinsi yang merupakan dasar dalam 
penyusunan program pembangunan; 

 
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional; 

 
12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau Budidaya; 
 
13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan; 

 
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; 

 
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 

 
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 

 
17. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara Nasional 

mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan; 
 
18. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan 

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan 
disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang 
wilayah Nasional; 

 
19. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan 

penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera 
dalam kurun waktu perencanaan; 

 
20. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh 

yang berdampak Nasional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif 
besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai 
daya tarik investasi; 

 
21. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk 

masyarakat hukum adat dan badan hukum; 
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22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur  dalam Undang-undang untuk mencari serta 
pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
yang terjadi guna menemukan tersangkanya; 

 
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-undang untuk melakukan penyidikan. 

 
 

 
 

BAB II 
AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI 

 
Pasal 2 

 
RTRW Propinsi Jawa Tengah didasarkan atas azas tanggung jawab Negara, azas 
manfaat, dan azas berkelanjutan. 
 

Pasal 3 
 
RTRW Propinsi Jawa Tengah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat dalam 
pemanfaatan ruang daerah secara berencana, terarah, terpadu dan 
berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan 
Daerah yang berkelanjutan. 
 

Pasal 4 
 
Tujuan RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah untuk terwujudnya pemanfaatan 
ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan kebijaksanaan 
pembangunan Nasional dan Daerah yang berkelanjutan. 
 

Pasal 5 
 
Sasaran RTRW Propinsi Jawa Tengah adalah untuk: 
 
a. Memberikan arahan pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya; 
 
b. Memberikan arahan pengembangan Kawasan Budidaya, sistem pusat-

pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan 
yang perlu diprioritaskan; 

 
c. Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, 

tata guna air, tata guna pesisir, tata guna laut, tata guna udara, tata 


